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Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga
peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serla mempercepal
pemberantasan  korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk
meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan:

Buhwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
menccgah pelanggaran serta memperecpat pemberantasan korupsi,
kolusi dan ncpotisme dan untuk meningkatan pelayanan peradilan,
bagi masyarakat yang melihat  dan/atau  mengetahui  hal
scbagaimana disebut dalam huruf a.

Bahwa sehubungan dengan poin a dan b tersebut maka perlu
dibentuk Unit Whistleblowing System di lingkungan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura agar efektif;

Undang-undang Republik Indoncsia Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung scbagaimana tclah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Republik Indonesin Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1985 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah  dan
ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51
tahun 2009;

Undang-undang Republili Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kcekuasaan Kcehakiman scbagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Negara yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tcntang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
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6.  Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 (entang
Strutegi Nusional  Pencegahan dan Pemberantasan - Korupsi jungka
panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Menengah Tahun 2012-2014;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi:

10. Peratran Menteri Pemberdayaan  Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
dan Wilayah Birokasi bersih dan melayani di lingkungan instansi
Pemerintah;

1. Peraturan Sekrelaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan di Bawahnya;

12, SK KMA Nomor: 58/KMA/SK/II/2019 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Mclayani (WBBM) pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan dibawahnya,

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputu.san Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: W4 — TUN4/319/0T.04.06/11/2021, tanggal 23 Februari 2021 tentang
Pembentukan Unit. Whistleblowing System di lingkungan Pengadilan Tata
Usaha Jayapura.

Susunan Unit Whisdeblowing System di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura adalah:

Ketua ¢ YUSUP KLEMEN, S.11.

Sekretaris | : FEFI'YANT! THOMAS, S.E.
Sekretaris 2 : SUYADI, S.H.

Anggota | :  ADE RUDIANTO, A.Md.

Anggota?2 YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.
Anggola 3 . DAVID ALIK MITTING, S.H.

Tugas Pokok Unit Wistleblowing System adalah sebagai berikut:
a.  Mencrima  pelaporan  dari Operator  Whistleblowing System  atas



dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Masyarakat melalui
aplikasi SIWAS terhadap penerimaan Gratifikasi Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

b.  Meneliti apakah pengaduan melalui aplikasi SIWAS telah memenuhi
unsur-unsur yang dapat ditindaklanjuti;

¢ Mengadministrasi dan melaporkan penanganan Whistleblowing
System di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekelirvan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 14 Februari 2023

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan ‘I'inggi ‘T'ata Usaha Negara Manado di Manado.
2. Arsip.



